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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunia – Nya, kami telah selesai menyusun  Rencana  Kerja ( Renja ) Perubahan 

Tahun 2022  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. 

Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan yang kami susun ini adalah merupakan  

kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Bone selama Tahun 2022 yang mengacu kepada Rencana 

Strategis (Renstra) Perubahan 2018 – 2023, Visi, Misi dan diselaraskan dengan tugas 

pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. 

Insya Allah Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) ini akan menjadi pedoman 

dalam pelaksanaan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 

2022. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( Renja )  ini hingga selesai. 

 

Watampone, 1 Agustus 2022 

       

Kepala Pelaksana BPBD 

 

 

      A. SYAHRUL SAMSU, S.E.,M.Si 

      Pangkat : Pembina Utama Muda 

      Nip. 19630702 199303 1 005 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar  Belakang 

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 sebagai sebuah 

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone serta 

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone 

Tahun Anggaran 2022. 

Dokumen Perubahan Renja ini dihasilkan melalui suatu proses yang 

beriorientasi pada hasil yang ingin dicapai secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala 

yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone yang memuat visi, 

misi, tujuan, sasaran; arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan 

pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. 

Dokumen Renja Perubahan ini merupakan rencana pembangunan tahunan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Organisasi Perangkat Daerah.  

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Pembangunan BPBD 

Kabupaten Bone merupakan bagian dari pembangunan daerah kabupaten Bone 

sehingga dalam  penanganannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan di 

semua sektor. 

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renja ini merupakan langkah 

untuk melaksanakan mandat yang di emban BPBD Kab. Bone. Sebagaimana 

diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Bone dan sekaligus untuk melakukan pengukuran kinerja 

instansi pemerintah sebagaimana ketentuan peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana 

tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan 

bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya 

yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya 
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bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan 

bencana.  

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa 

penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, 

dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku 

kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko 

Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah 

dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara 

terencana, sistematis dan menyeluruh.  

Dengan demikian upaya penanganan bencana harus bersifat cepat, tepat, 

terpadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra bencana, saat terjadi 

bencana maupun pasca bencana. 

1.2.  Landasan Hukum 

Dalam Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022, Landasan 

hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan Perubahan Rencana 

Kerja ( Renja ) adalah sebagai berikut : 

1). Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421 ) ; 

2).   Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) 

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 

4844); 

3). Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4). Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 



 

 
 

3 

5). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

6). Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulaangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 

7). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang         

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

8.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

9.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan P embangunan dan 

Keuangan Daerah; 

10.) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Interventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

11). Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Bone; 

12). Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8); 

13). Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 

9); 

14.) Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi 

Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. 
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1.3.  Maksud dan Tujuan 

Maksud Penyusunan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022  agar Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Bone mampu menjawab tuntutan lingkungan yang 

berkenaan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, 

pemenuhan kebutuhan logistik, serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca bencana sehingga mampu dan eksis dalam rangka meningkatkan kinerja 

profesional. 

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai arah 

dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Bone sesuai dengan perencaaan serta dapat berhasil sesuai dengan 

visi pembangunan yang telah dtetapkan.  

1.4.  Sistematika Penulisan 

Dokumen Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tata urut sebagai 

berikut :  

Bab I. Pendahuluan, Bab ini berisikan tentang latar belakang, landasan 

hukum, maksud dan tujuan serta sitematika penulisan penyusunan renja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. 

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II 

Tahun Berkenaan, Bab ini berisi evaluasi hasil pelaksanaan renja tahun lalu 

yang digunakan untuk mengukur kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Bone dalam bentuk indikator kinerja hasil 

(outcome) dari pelaksanaan program-program pembangunan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, Analis hasil pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan renja BPBD sampai dengan triwulan II selain itu bab 

ini juga berisikan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.  

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, Bab ini 

berumusan  rencana program dan kegiatan dan pagu dan indikatif yang akan 

dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone 

pada tahun 2021 . 

Bab IV. Penutup, Bab ini berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan 

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone 

Tahun Anggaran 2021, khususnya arahan dalam menggunakan Renja sebagai 

dasar untuk evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bone.  
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BAB II 

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 

BERKENAAN 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE 

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Anggaran yang tersedia untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah pada 

setiap akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dengan 

realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. 

Ekonomis diukur dengan masukan (input) anggaran dengan realisasi, 

sedangkan efesiensi dengan cara membandingkan hasil (outcome) dengan target 

yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone (Anggaran Tahun 

2021). 

Anggaran sebelum perubahan APBD   Rp. 4.288.625.988 

Penambahan APBD     Rp. 1.033.707.433 

Anggaran setelah perubahan    Rp. 5.598.451.629 

Realisasi       Rp. 5.097.635.683 

Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran    Rp.   500.815.946 

Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan  Rencana Kerja tersebut 

dilakukan melalui pembobotan  bertingkat setiap tahapan dengan 

membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian  Rencana  Strategis 

yang disertai dengan pembiayaan. 

  Dengan memperhatikan Rencana Strategik dan Rencana Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, maka capaian kerja sasaran 

strategik secara kuantitatif  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Bone tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut : 

A. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 

I.  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/BONE  

1. Kegiatan perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat 

daerah. 

Sub kegiatan: 

•   Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 

Penyususnan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, telah 

terlaksana  sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana 

yang cukup sehingga kebutuhan dalam menyusun dokumen 

perencanaan dapat terlaksana dengan dana sebesar Rp.117.584.000,- 
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terealisasi sebesar Rp.109.217.400,- atau 92% sisa dana sebesar   

Rp.8.366.600,-  

•   Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD  

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD, telah terlaksana  sesuai  dengan laporan 

capaian dan realisasi kinerja BPBD, sehingga proses kegiatan 

tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Dengan alokasi 

dana Rp.31.930.000,- dengan realisasi sebesar Rp.28.740.000,- atau 

90% dengan sisa dana Rp.3.190.000,-  

•   Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah terlaksana sesuai yang 

diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga 

kebutuhan dalam evaluasi kinerja perangkat daerah dapat terpenuhi 

namun terdapat dana sebesar Rp.22.790.000,- dengan realisasi 

sebesar Rp.21.750.000,- atau 99% sisa dana sebesar Rp.1.040.000,- 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Sub kegiatan: 

•   Penyediaan gaji dan tunjangan ASN  

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, telah terlaksana sesuai yang 

diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga 

kebutuhan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dapat berjalan 

dengan lancar, dengan alokasi dana Rp.2.006.353.168,- dengan 

realisasi Rp. 1.950.627.132,- atau 97,22% dengan sisa dana 

Rp.55.726.036,- 

3. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah  

Sub kegiatan:  

•  Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

    Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah terlaksana sesuai         

yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga 

kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dapat 

berjalan dengan lancar, dengan alokasi dana Rp.67.813.829,- dengan 

realisasi Rp.67.497.525,- atau 99,53% dengan sisa dana Rp.316.304,- 

•  Penyediaan Bahan Logistik Kantor  

    Penyediaan Bahan Logistik Kantor, telah terlaksana sesuai yang 

diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga 

penyediaan bahan logistik kantor dapat tersedia, Dengan alokasi dana 
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Rp.46.464.000,- dengan realisasi 45.879.800,- atau 98,74 % dengan 

sisa dana Rp.584.200,- 

•  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  

    Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, telah terlaksana sesuai 

yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga 

penyediaan barang cetakan dan penggandaan dapat tersedia, dengan 

alokasi dana Rp. 50.104.550,- dengan realisasi Rp.41.052.200,- atau 

81,93% dengan sisa dana Rp.9.052.700,- 

•   Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, telah 

terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana 

yang cukup sehingga penyelenggaraan rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar, dengan 

alokasi dana Rp. 257.008.000,- dengan realisasi Rp. 180.763.515,- 

atau 70,33% dengan sisa Rp.76.244.485,- 

•    Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pada SKPD 

     Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pada SKPD, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya 

dukungan dana yang cukup sehingga pelaksanaan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dapat dilakukan, 

dengan alokasi dana Rp. 15.000.000,- dengan realisasi Rp. 

15.000.000,- atau 100%  

4. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah 

daerah 

Sub kegiatan : 

•    Pengadaan Mebel 

Pengadaan Mebel, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena 

adanya dukungan dana yang cukup sehingga pengadaan mebel dapat 

dilakukan, dengan alokasi dana 19.500.000,- dengan realisasi 

19.500.000,- atau 100% 

•   Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya, 

Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya, telah terlaksana sesuai yang 

diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga 

pengadaan peralatan mesin lainnya dapat dengan lancar, dengan 

alokasi dana Rp.128.820.000,- dengan realisasi Rp.128.820.000,- 

atau 100 % 
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5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Sub kegiatan: 

•   Penyediaan jasa komunikasi sumber daya  air dan lisrtik  

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya  air dan lisrtik, telah 

terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana 

yang cukup sehingga penyediaan jasa komunikasi sumber daya air 

dan listrik dapat tersedia, dengan alokasi dana 86.940.000,- dengan 

realisasi Rp.82.528.077,- atau 94,92% dengan sisa Rp.4.411.923,- 

•   Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

     Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah terlaksana sesuai 

yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga 

jasa pelayanan umum kantor dapat tersedia, dengan alokasi dana 

Rp.137.724.000,- dengan realisasi Rp.133.805.651,- atau 97,15 % 

dengan sisa 3.918.349,- 

6. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah 

Sub kegiatan: 

•    Penyediaan pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan 

kendaraan dinas operasional atau lapangan 

Penyediaan pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan 

kendaraan dinas operasional atau lapangan, telah terlaksana sesuai 

yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga 

pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas 

opersional atau lapangan dapat tersedia. Dengan alokasi dana 

Rp.212.877.900,- dengan realisasi Rp. 201.392.670,- atau 94,60% 

dengan sisa Rp.11.485.230,- 

•   Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, telah terlaksana sesuai yang 

diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga, 

pemeliharaan peralatan dan mesin dapat dilakukan, dengan alokasi 

dana Rp.14.484.750,- dengan realisasi Rp. 14.484.750,- atau 100 % 

•  Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya 

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, 

telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan 

dana yang cukup sehingga pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor 

dan bangunan dapat terlaksana, dengan alokasi dana  
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Rp.12.134.586,- dengan realisasi Rp.12.132.000,- atau 99,97 % 

dengan sisa dana 2.586,- 

II.PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

Sub kegiatan : 

• Sosialisasi,komunikasi ,informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana    

kabupaten/kota (perjenis bencana) 

Sosialisasi,komunikasi ,informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana    

kabupaten/kota (perjenis bencana) telah terlaksana sesuai yang 

diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga 

sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana 

kabupaten /kota dapat terlaksana, dengan alokasi dana 

Rp.41.767.000 ,- dengan realisasi Rp.36.407.000,- atau 87,16 dengan 

sisa dana sebesar Rp. 5.360.000,- 

2. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

Sub kegiatan: 

•    Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana  Kabupaten/Kota 

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana  Kabupaten/Kota 

telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan 

dana yang cukup sehingga penyususnan rencana penanggulangan  

bencana dapat terlaksana, dengan alokasi dana Rp.53.990.000,- 

dengan realisasi Rp.35.989.800,- atau 66,66% dengan sisa 

Rp.18.000.200,- 

•   Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan 

Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan 

dana yang cukup sehingga penguatan kapasitas Kawasan Untuk 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan dapat terlaksana, dengan alokasi 

dana Rp.57.485.700,- dengan realisasi Rp.53.085.700,- atau 92,34% 

dengan sisa Rp.4.400.000,- 

•   Penanganan pasca bencana kabupaten/kota  

Penanganan pasca bencana kabupaten/kota telah terlaksana sesuai 

yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga 

penanganan pasca bencana dapat berjalan lancar, dengan alokasi 

dana Rp.968.550.796,- dengan realisasi Rp.709.055.160,- atau 

73,20% dengan sisa 259.495.636,- 

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 
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Sub kegiatan: 

•  Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena 

adanya dukungan dana yang cukup sehingga kegiatan pencarian, 

pertolongan dan evakuasi korban kabupaten/kota dapat dilakukan, 

dengan alokasi dana RP.1.214.279.000,- dengan realisasi 

Rp.1.175.929.301,- atau 96,84% dengan sisa Rp.38.349.699,- 

•    Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten /Kota 

•   Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten /Kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena 

adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan logistik 

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota dapat 

terlaksana, dengan alokasi dana Rp.34.850.000,- dengan realisasi 

Rp.34.850.000,- atau 100%. 

 

2.2.  Analisis Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD 

sampai dengan Triwulan II 

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 Sampai 

dengan Triwulan II 

I.  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH/KOTA 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan: 

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  telah terlaksana  

sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup 

sehingga kebutuhan dalam melakukan komunikasi terpenuhi dan hal 

ini sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, 

namun terdapat sisa dana sebesar Rp.1.971.000,- atau terealisasi 

sebesar Rp.17.525.000,-atau 90% dari jumlah dana sebesar Rp. 

19.496.000,-  

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD. 
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SIPD telah terlaksana sehingga proses administrasi 

keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Dengan alokasi dana 

Rp.31.087.520,- dengan realisasi sebesar Rp.25.117.250,- atau 80% 

dengan sisa dana Rp.5.970.270,-  

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah terlaksana sesuai dengan 

rencana karena didukung dengan dana yang cukup sehingga. Dengan 

alokasi dana Rp.12.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.070.000,- 

atau 71%, sisa dana Rp.3.730.000,- 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan : 

 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah terlaksana sesuai rencana 

karena didukung dengan dana yang cukup sehingga  dapat terlaksana. 

Dengan alokasi dana Rp.1.945.887.820,- dengan realisasi sebesar 

Rp.1.027.035.737,- atau 53% dengan sisa dana Rp.918.852.083,- 

Kegiatan Administrasi Perangkat Umum Daerah 

Sub Kegiatan :  

                1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah terlaksana  sesuai 

dengan yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup 

sehingga kebutuhan ATK, Penyediaan Barang Cetakan dan  dan lain-

lain terpenuhi dan hal ini sangat menunjang kegiatan pelaksanaan 

administrasi perkantoran. Dengan alokasi dana Rp.89.028.927,- dan 

terealisasi sebesar Rp.47.029.450,- atau 53% dengan sisa dana 

Rp.41.999.477,-  

                2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor telah terlaksana  sesuai dengan 

yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga 

Kebutuhan Makanan dan Minuman Harian dan lain-lain terpenuhi dan 

hal ini sangat menunjang kegiatan tersebut. Dengan alokasi dana 

Rp.75.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp.69.118.000,- atau 91% 

dengan sisa dana Rp.6.557.000,-  

 

     3. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 
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Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan telah terlaksana  sesuai 

dengan yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup 

sehingga Pengandaan Kantor dan Kebutuhan lain-lain terpenuhi dan 

hal ini sangat menunjang kegiatan tersebut. Dengan alokasi dana 

Rp.29.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.236.200,- atau 45% 

dengan sisa dana Rp.16.413.800,-  

     4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah 

terlaksana  sesuai dengan yang diharapkan karena adanya dukungan 

dana yang cukup sehingga Rapat Koordinasi dan Kebutuhan lain-lain 

terpenuhi dan hal ini sangat menunjang kegiatan tersebut. Dengan 

alokasi dana Rp.384.306.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.174.090.908,- atau 45% dengan sisa dana Rp.210.215.092,-  

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Lainnya  

Sub Kegiatan : 

  1. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik   

                      Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik  telah 

terlaksana  sesuai  dengan yang diharapkan karena adanya dukungan 

dana yang cukup sehingga Tagihan dan Kebutuhan  lain-lain terpenuhi 

dan hal ini sangat menunjang kegiatan tersebut. Dengan alokasi dana 

Rp.60.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp.32.748.111,- atau 54% 

dengan sisa dana Rp.27.926.889,-  

               2. Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor  

 Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor telah terlaksana  sesuai  

dengan yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup 

sehingga Tagihan dan Kebutuhan  lain-lain terpenuhi dan hal ini 

sangat menunjang kegiatan tersebut. Dengan alokasi dana 

Rp.132.244.800,- dan terealisasi sebesar Rp.99.709.964,- atau 75% 

dengan sisa dana Rp.32.534.836,-  

Kegiatan Pemeliharaan Barang  Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Sub Kegiatan : 

              1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan telah 

terlaksana  sesuai  dengan yang diharapkan karena adanya dukungan 
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dana yang cukup sehingga Kebutuhan Sarana Prasarana dan  lain-lain 

terpenuhi dan hal ini sangat menunjang kegiatan tersebut. Dengan 

alokasi dana Rp.131.460.000,- dan terealisasi sebesar Rp.73.539.940,- 

atau 56% dengan sisa dana Rp.57.920.060,-   

                2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah terlaksana  sesuai  

dengan yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup 

sehingga Kebutuhan Sarana Prasarana dan  lain-lain terpenuhi dan hal 

ini sangat menunjang kegiatan tersebut. Dengan alokasi dana 

Rp.39.453.530,- dan terealisasi sebesar Rp.26.880.330,- atau 68% 

dengan sisa dana Rp.12.573.200,- 

                3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

telah terlaksana sesuai  dengan yang diharapkan karena adanya 

dukungan dana yang cukup sehingga Kebutuhan Sarana Prasarana dan  

lain-lain terpenuhi dan hal ini sangat menunjang kegiatan tersebut. 

Dengan alokasi dana Rp.11.313.800,- dan terealisasi sebesar 

Rp.3.538.000,- atau 31% dengan sisa dana Rp.7.775.800,- 

2.  PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan : 

                1. Sosialisasi,Komunikasi,Informasi,dan edukasi(KIE),Rawan Bencana 

Kab/ Kota (Per Jenis Bencana) 

Kegiatan ini diorientasikan untuk menyampaikan informasi tentang 

langkah langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana  

sesuai  dengan adanya dukungan dana yang cukup sehingga  

Kebutuhan dan  lain-lain terpenuhi dan hal ini sangat menunjang 

kegiatan tersebut. Dengan alokasi dana Rp.20.518.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp.9.140.000,- atau 44% dengan sisa dana Rp.11.378.000,-. 

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 

Sub Kegiatan : 

     1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini telah terlaksana sesuai anggaran yang diberikan 

pemerintah daerah Dengan alokasi dana Rp.96.870.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp.12.790.000,- atau 13% dengan sisa dana 

Rp.84.080.000,- 



 

 
 

14 

  2. Penanganan PascaBencana Kabupaten/Kota 

Penanganan PascaBencana Kabupaten/Kota Kegiatan ini telah 

terlaksana sesuai anggaran yang diberikan pemerintah daerah. Dengan 

alokasi dana Rp.457.310.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.149.988.400,- atau 33% dengan sisa dana Rp.307.321.600,- 

3. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana telah terlaksana sesuai 

anggaran yang diberikan pemerintah daerah. Dengan alokasi dana 

sebesar Rp.51.648.000,- terealisasi sebesar Rp.4.940.000,- atau 9%. 

Sisa dana sebesar Rp. 46.708.000,-  

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Sub Kegiatan : 

  1. Pencarian,Pertolongan,dan Evakuasi Korban Bencana 

Kegiatan Pencarian,Pertolongan,dan Evakuasi Korban Bencana  telah 

terlaksana. Dengan terlaksananya kegiatan ini maka penanganan 

korban bencana dapat teratasi dengan baik hal ini dapat memberikan 

kesan ke masyarakat akan adanya kepedulian pemerintah daerah 

terhadap pada korban bencana.  Dengan alokasi dana 

Rp.1.279.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.650.584.000,- atau 51% 

dengan sisa dana Rp.628.716.000,- 

 2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana Kabupaten/Kota telah terlaksana. Dengan terlaksananya 

kegiatan ini maka penanganan korban bencana untuk diberikan 

bantuan kebutuhan dasar berupa logistik.Dengan alokasi dana 

Rp.55.820.950,- dan terealisasi sebesar Rp.48.221.800,- atau 86% 

dengan sisa dana Rp.7.599.150,- 
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INDIKATOR SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA PD :

1. Presentase Masyarakat Korban Bencana yang tertangani tepat waktu sesuai SOP = 100%

2 Presentase Kecamatan yang memiliki Peta Rawan Bencana = 85%

3. Presentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat = 95%

4. Presentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah Korban Pasca Bencana = 100%

5. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP = BB

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana = 90%

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 Urusan Wajib

1 05
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 

serta Perlindungan Masyarakat
100                 14,885,447,548 91                  4,947,670,181 100                         4,685,929,700 22%                   1,025,944,304 31%                  1,468,358,786 0%                                                  - 0%                                                               - 0.53 2,494,303,090                   45.77 7,441,973,271                   45.77 49.99 BPBD

1. 1 05 01

Meningkatnya Kinerja 

Penanggulangan 

Bencana

ROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

100 9,598,781,179                  100 2,902,353,220                100 2,995,637,750                       21% 641,742,504                     33% 976,896,386                     0% -                                          0% -                                                       0.54 1,618,638,890                   50.27 4,520,992,110                   50.27 47.10 BPBD

1. 1 05 01 2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja

Perangkat Daerah 

100 397,063,000                      100 159,707,400                    100 63,383,520                               58% 36,814,250                        24% 14,898,000                        0.82 51,712,250                          50.41 211,419,650                        50.41 53.25 BPBD

15 5 5 2 1 3.0                 4.00 26.67

7 2 2 0 1 1.0                 1.50 21.43

3 1 1 0 0 -                 0.50 16.67

6 3 2 1 0 1.0                 2.00 33.33

2 1 1 0 0 -                 0.50 25.00

1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 63,510,000                         1 21,750,000                       1 12,800,000                               0 3,808,000                           0 5,262,000                           -                 9,070,000                             0.50 30,820,000                           16.67 48.53

2. 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 6,294,167,694                  97 1,950,627,132                100 2,085,929,773                       16% 337,771,278                     33% 689,264,459                     0.49 1,027,035,737                   48.75 2,977,662,869                   48.75 47.31 BPBD

1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 36 6,294,167,694                  12 1,950,627,132                12 2,085,929,773                       3.00 337,771,278                     3                       689,264,459 6.0 1,027,035,737                   9.00 2,977,662,869                   25.00 47.31

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PERIODE PELAKSANAAN : 2022

NO Kode SASARAN
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ 

Kegiatan (output)

Target Renstra Perangkat Daerah 

Pada Tahun 2023 (Akhir Periode 

Renstra perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra 

Perangkat Daerah s.d Renja PD 

Tahun lalu (2021)

Ket.
I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Renstra 

PD s/d Tahun 2022 (%)

Unit 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab

1 2 3 4
5

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 

Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja PD yang Dievaluasi 

(2022)

Realisasi Kinerja dan Anggaran 

Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir 

Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 

2022)

12 = 8+9+10+11 14 = 6 + 12 15 = 14 /5 x 100%
16 17

6 7 8 9 10 11

234,153,000                      109,217,400                    19,496,000                               

Persentase rata-rata capaian kinerja 

indikator program teknis Perangkat Daerah  

(%)

Persentase Penyediaan Dokumen 

Perencanaan dan evaluasi Kinerja (%)

1 05 01 2.01 01

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan 

realisasi yang tersusun (Laporan)

99,400,000                         28,740,000                       31,087,520                               

54.13

Jumlah Dokumen Penyusunan Renja dan 

Renstra Perangkat Daerah (dokumen)

Jumlah Laporan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan Perangkat 

Daerah (laporan)

1 05 01 2.01 06

13,550,000                        3,975,000                           17,525,000                          126,742,400                        
Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Penyusunan Program 

dan Kegiatan Perangkat Daerah 

(dokumen)

54.18
Jumlah Pameran Pembangunan yang 

diikuti (kali)

Jumlah Dokumen Penyusunan Evaluasi 

Perangkat Daerah (dokumen)

Persentase Pelaksanaan administrasi 

Keuangan (%)

Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan 

Tunjangan beserta Tambahan 

Penghasilan Bulanan Bagi ASN (Tahun)

19,456,250                        5,661,000                           25,117,250                          53,857,250                           
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3. 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 1,571,902,635                  76 335,373,040                    100 531,834,927                            29% 155,242,908                     28% 148,231,650                     0.57 303,474,558                       38.29 638,847,598                        38.29 40.64 BPBD

1 05 01 2.06 02

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 108 209,842,085                      24 67,497,525                       36 89,028,927                               9 23,710,950                        9                          23,318,500 18.0 47,029,450                          21.00 114,526,975                        19.44 54.58

1 05 01 2.06 04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

36 107,314,000                      12 45,879,800                       12 28,850,000                               3 19,422,000                        3                          49,696,000 6.0 69,118,000                          9.00 114,997,800                        25.00 107.16

1 05 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 72 351,004,550                      24 41,232,200                       24 29,650,000                               6 3,557,050                           6                             9,679,150 12.0 13,236,200                          18.00 54,468,400                           25.00 15.52

0 05 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
240 903,742,000                      74 180,763,515                    80 384,306,000                            10 108,552,908                     20                          65,538,000 30.0                         174,090,908 52.00                          354,854,423 21.67 39.27

4. 1 05 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
100 344,520,000                      100 19,500,000                       0 -                                                  0.00 -                                            0% -                                           0.00 -                                              50.00 19,500,000                           50.00 5.66 BPBD

1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5 54,500,000                         1 19,500,000                       0 -                                                  0 -                                            0                                                 -   0.0                                                    -   0.50                             19,500,000 10.00 35.78

5 5 0 0 0 0.0 2.50 50.00

10 1 0 0 0 0.0 0.50 5.00

5. 1 05 01 2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
100 512,948,000                      100 216,333,728                    100 162,262,200                            38% 61,421,218                        44% 71,036,857                        0.82 132,458,075                       50.41 348,791,803                        50.41 68.00 BPBD

1 05 01 2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik
72 199,675,000                      24 82,528,077                       24 60,675,000                               6 16,263,066                        6                          16,485,045 12.0                            32,748,111 18.00                          115,276,188 25.00 57.73

1 05 01 2.08 06
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor
3900 313,273,000                      1224 133,805,651                    1230 101,587,200                            351 45,158,152                        368                          54,551,812 719.0                            99,709,964 971.50                          233,515,615 24.91 74.54

6. 0 05 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
100 478,179,850                      100 220,811,920                    100 152,227,330                            33% 50,492,850                        35% 53,465,420                        0.68 103,958,270                       50.34 324,770,190                        50.34 67.92 BPBD

1 05 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

37 388,458,000                      11 201,392,670                    12 101,460,000                            3 38,407,550                        3                          35,132,390 6.0                            73,539,940 8.50                          274,932,610 22.97 70.78

12 6 2 0 1 1.0 3.50 29.17

5 1 3 0 1 1.0 1.00 20.00

1 05 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 6 44,137,100                         2 4,934,500                          2 11,313,800                               0 2,536,000                           0                             1,002,000 0.0                               3,538,000 1.00                                8,472,500 16.67 19.20

48.03 47.13

SANGAT 

RENDAH

SANGAT 

RENDAH

Jumlah paket penyediaan alat tulis 

kantor sesuai rencana kebutuhan (paket)

Jumlah paket penyediaan makanan dan 

minuman harian bagi pegawai dan tamu 

sesuai rencana kebutuhan (paket)

Jumlah paket penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan sesuai rencana 

kebutuhan (paket)

Jumlah Kegiatan yang Diikuti dalam 

rangka Koordinasi dan Konsultasi 

(Kegiatan)

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah

Persentaase Pelaksanaan Administrasi 

Umum (%)

Jumlah pengadaan mebeleur (paket)

1 05 01 2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor (Paket)
-                                              128,820,000                        44.42

Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor (Paket)

Persentase Penyediaan Jasa Penunjang

290,020,000                      128,820,000                    -                                                  -                                            -                                           

Jumlah rekening air, listrik, dan telefon 

yang terbayar (rekening)

Jumlah tenaga administrasi yang 

mendapatkan jasa keuangan selama 

Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah

Jumlah pemeliharaan dan pembayaran 

pajak tahunan (STNK) secara 

rutin/berkala selama 1 tahun anggaran 

(paket)

1 05 01 2.09 06                          17,331,030                            26,880,330                             41,365,080 39.18
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 

dipelihara (jenis)

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah peralatan gedung kantor yang 

dipelihara (jenis)

45,584,750                         14,484,750                       39,453,530                               9,549,300                           

Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung 

kantor (kegiatan)

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja
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2. 1 05 03

Meningkatnya 

Kesiapsiagaan, 

Penanggulangan dan 

Pemulihan Pasca 

Bencana

PROGRAM PENANGGULANGAN 

BENCANA
100%                    5,286,666,369 86                  2,045,316,961 100%                         1,690,291,950 23%                       384,201,800 29%                       491,462,400 0                                                -   0                                                             -   0.52 875,664,200                       43.26 2,920,981,161                   4325.90 55.25 BPBD

1. 1 05 03 2.01
Pelayanan Informasi Rawan Bencana 

Kabupaten Kota
100                           92,675,000 100                         36,407,000 100%                                 20,518,000 15%                             2,980,000 30%                             6,160,000 0.45 9,140,000                             50.22 45,547,000                           50.22 49.15

12 0 0 0 0.0 0.0 0.00

50 30 5 0 0.0 0.0 15.00 30.00

2. 1 05 03 2.02
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Penanggulangan Bencana
100                    1,407,866,969 74%                      798,130,660 100%                              605,828,000 5%                          32,000,000 22%                       135,718,400 0.28 167,718,400                       0.51 965,849,060                        0.51 68.60 BPBD

1 05 03 2.02 01
Penyusunan Rencana Penanggulangan 

Bencana Kabupaten/Kota
2 0 1 0 0.00 0.0 0.00 0.00

3 1 0 0 0.00 0.0 0.50 16.67

1 05 03 2.02 06
Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk 

Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
162                        219,580,240 81                         53,085,700 0                                                        -   0                                                  -   0                                                 -   0.0 -                                              40.50                             53,085,700 25.00 24.18

2 1 1 0 0

3 1 1 0 0 0.0 0.50 16.67

192 81 30 5 4 9.0 45.00 23.44

9 2 2 0 0 0.0 1.00 11.11

1 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 400 0                                                 -   200                                 51,648,000 0                             4,080,000 0                                 860,000 0.0 0.00 0.00

3. 1 05 03 2.03
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana
100                    3,786,124,400 97%                  1,210,779,301 100%                         1,063,945,950 33%                       349,221,800 33%                       349,584,000 0.66 698,805,800                       1 1,909,585,101                   1 50.44 BPBD

520 191 80 17 31 48.0 119.50 22.98

3420 1104 960 240 300 540.0 822.00 24.04

13 4 0 0 0 0.0 2.00 15.38

12 6 4 4 0 4.0 5.00 41.67

17.18 56.06

SANGAT 

RENDAH
RENDAH

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan 

Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Jumlah Pembayaran  Media yang 

Menyediakan  bahan bacaan (Jenis)  

                          92,675,000                         36,407,000                                 20,518,000 

Persentase Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan informasi rawan bencana

1 05 03 2.01 02

12,790,000                                                      48,779,800 45.20

Jumlah Kegiatan PRB yang dilaksanakan

Jumlah pemantauan lokasi daerah rawan 

bencana (kali)

80                        

49.15Jumlah Sekolah yang menjadi sasaran 

sosialisasi Penanggulangan Bencana 

(Sekolah)

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan informasi rawan bencana

Jumlah dokumen penyusunan rencana 

penanggulangan bencana (dokumen)

                       107,913,000                         35,989,800                                 96,870,000                          10,000,000                             2,790,000 

                            2,980,000                             6,160,000                               9,140,000                             45,547,000 

Jumlah peeserta yang mengikuti gladi 

kesiapsiagaan (orang)

2.0203051                    1,080,373,729                      709,055,160 859,043,560                        149,988,400                       

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan 

Evaluasi Pasca Bencana (Laporan)

Jumlah Lokasi yang Diidentifikasi dan 

Diverfikasi Kondisi Kerusakan dan 

Kerugian Akibat Bencana (Kali)

Jumlah Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan yang Terdampak 

Bencana (paket)

1 05 03 2.03 03
Pencarian, Pertolongan, Dan Evakuasi 

Korban Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah peninjauan lokasi dan 

penanganan korban bencana (kali)

650,584,000                       

48,221,800                                                      83,071,800 89.22

Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan 

Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota

Jumlah penyiapan kebutuhan dasar 

terhadap korban bencana (paket)
                          93,113,400                         34,850,000                              102,645,950 

Jumlah wrarga negara yang memperoleh  

layanan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana

                    1,826,513,301 

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

49.46Jumlah jasa/upah kerja dan makan 

minum TRC yang melakukan posko siaga 

bencana (kali)

1 05 03 2.03 04

                   3,693,011,000                  1,175,929,301                              961,300,000                       301,000,000                       349,584,000 

                                                -   

Penanganan Pasca Bencana 

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen rencana rehabilitasi 

dan rekosntruksi (dokumen)

07                              457,310,000                          17,920,000                       132,068,400 

                         48,221,800 
Jumlah kebutuhan dasar yang tersalur 

terhadap korban bencana (jenis)
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                        4,685,929,700                   1,025,944,304                  1,468,358,786                                                -                                                               -                       2,494,303,090 

65.21 51.60

SEDANG RENDAH

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Kompetensi dan Kapasitas SDM yang belum sepenuhnya memadai baik dari kuantitas maupun kualitasnya, terutama dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing.

Keterbatasan jumlah anggaran serta sarana prasarana yang belum memadai dibandingkan beban kerja serta luasnya wilayah kerja  BPBD Kab. Bone

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 2)

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : 

Penguatan BPBD Kab. Bone melalui peningkatan anggaran serta sarana prasarana agar lebih memadai sesuai dgn beban kerja

Peningkatan dan pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM melalui rekrutmen pegawai yg kompeten dan diklat/bimtek sesuai kebutuhan BPBD Kab. Bone

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA :

Peningkatan Kerja sama tim oleh seluruh SDM yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai tupoksi masing-masing

Mendorong langkah-langkah percepatan capaian kinerja dari program/kegiatan yang masih rendah tingkat capaian kinerjanya.

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERIKUTNYA :

Laporan pengesahan dan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu

Ketersediaan dana operasional program/kegiatan yang  cukup memadai

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :
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   Tabel 2.2.2 

   Pencapaian Kinerja Pelayanan  Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

   Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone 

       
 

  
 

   
 

 

No Indikator 

SPM/     

Standar 

Nasional 

IKK 

 Target Renstra Perangkat Daerah  Realisasi Capaian Proyeksi 

Catatan 

Analisis 
Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (12) (12) (13) 

1 

Presentase Masyarakat 

Korban Bencana yang  

Tertangani Tepat Waktu 

sesuai SOP 

- - 100% 100% 100% 100% 100% 50% 85% 75% 100% 100% 100%   

2 

Presentase Kecamatan 

yang Memeiliki Peta 

Rawan Bencana 

- - 26% 41% 56% 70% 85% 100% 100% 100% 41% 56% 70%   

3 

Presentase Korban 

Bencana yang Menerima 

Bantuan Sosial Selama 

Masa Tanggap Darurat 

- - 78% 82% 86% 90% 95% 42.6% 90% 70% 82% 86% 90%   
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4 

Persentase 

Rehabilitasi/Rekonstruksi 

daerah korban pasca 

bencana 

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

5 
Predikat Evaluasi SAKIP 

oleh  APIP 
- - CC B B BB B B B BB B B BB   

6 

Persentase Rata-Rata 

Capaian Kinerja Program 

Teknis Badan 

Penanggulangan 

Bencana 

- - - - - 85% 90% - - 88% - - 85%  
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2.3. Isu – Isu  Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 

Meninjau keadaan geografis, geologis, hidrologis dan demografis, pada 

kenyataannya wilayah Kabupaten Bone memilki daerah rawan  terhadap 

terjadinya  bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam,  faktor non alam, 

faktor manusia, faktor sosial, dan damapk kerusakan non materi maupun 

psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone telah 

didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan  serta meminimalkan dampak 

perusakan  yang terjadi pada lingkungan  serta melindungi masyarakat terhadap 

ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali 

terkendala upaya dalam hal penanganan yang tidak sistemik  dan kurang 

koordinatif. 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan 

Bencana, disebutkan pula bahwa kejadian bencana dapat menghambat dan 

menganggu  kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan 

pembangunan dan hasilnya. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi 

penghambat laju pembangunan Kabupaten Bone yang telah menjadi agenda 

maupun skala prioritas para pemangku kepentingan (Stake holder), sehingga 

distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi 

sedini mungkin, jika seandainya penanganan penanggulangan bencana dapat 

dilakukan secar sistematik, diharapakan dapat memberikan konstribusi 

langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan  penanganan 

penaggulangan bencana dan meminimalisasikan kemungkinan kerusakan yang 

lebih parah terhadapa aset-aset hasil pembangunan yang dimilki baik 

pemerintah sendiri maupun masyarakat secara umum. Hal ini karena 

penanganan bencana yang sistematik dapat membantu mempercepat pulihnya 

kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam 

menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih 

paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek  tanggap darurat 

telah bergeser kepada paradigma manajemen pengurangan resiko bencana yang 

mempunyai kompetensi mewujudkan  pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. 

Sedangkan yang menjadi kelemahan dan ancaman Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone antara lain :  

- Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia 

dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terutama 
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untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian / 

Instansi selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

- Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Satuan Perangkat 

Daerah  bagi kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan bencana; 

- Luasnya Cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan 

jenis potensi bencana yang beragam; 

- Adanya keterbatasan sarana komunikasi di tingkat kecamatan/kelurahan dan 

desa sehingga menghambat ketetapan  penyebaran arus data 

kekabupaten/kota; 

- Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas 

bencana alam yang ada didunia. 

Namun demikian kondisi ekonomi di wilayah  Kabupaten Bone 2013 

sampai sekarang yang diperkirakan  akan cenderung stabil bahkan mengalami  

kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan nasional 

yang ditetapkan dan menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bone untuk terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan 

penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya 

bencana. 

a. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Target Kinerja Tahun 2017 adalah 100 persen namun pencapaian kinerja 

98%, analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan per indikator 

adalah : 

 - Penetapan kinerja rendah disebabkan penetapan program dan kegiatan 

belum sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran strategis 

 - Anggaran yang tersedia belum mencukupi, sementara kepedulian dari 

masing - masing membuat/memyediakan sub domain masih rendah 

b. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone  

diselaraskan  dengan Rencana Program  dan Prioritas Pembangunan Daerah 

Tahun 2017 yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 

Penaggulangan Bencana dengan kegiatan penyebarluasan informasi 

penaggulangan bencana melalui brosur, leafflet, spanduk,buku dan lain-

lain,Program Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat  dalam 

Penaggulangan Bencana melalui kegiatan pembentukan relawan 

penaggulangan bencana,dan kegiatan penyuluhan dan pelatihan relawan 
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penanggulangan bencana, Program Diklat Aparatur Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan 

Aparatur dalam bidang kebencanaan, Program Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Penaggulangan Bencana melalui kegiatan Pemberdayaan 

posko siaga bencana,dan kegiatan pemantauan daerah rawan bencana, 

Program Kedaruratan dan Logistik Penaggulangan Bencana melalui kegiatan 

peninajuan dan penanganan korban dilokasi bencana dan kegiatan penyiapan 

dan penyaluran kebutuhan dasar terhadap korban bencana, serta kegiatan 

Penyiapan hunian sementara bagi korban bencana dan Program 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melalui kegiatan Rehabilitasi 

pemeliharaan jalan dan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Jembatan,Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca 

Bencana  melalui kegiatan identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan 

kerugian akibat bencana, dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan . 

Terbentuknya Tim Reaksi Cepat Penaggulangan Bencana Kabupaten Bone; 

Program Penanggulangan Bencana dengan sasaran mewujudkan sistem 

penyelenggaraan  Peneggulangan Bencana yang Tangguh, Cepat danm Tepat  

serta handal dalam hal penanganan prabencana, tanggap darurat (saat 

bencana),pasca bencana serta terwujudnya sistem  kedaruratan bencana 

efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan 

sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan  sistem logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana secara efektif dan efisien serta 

terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding 

sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi 

dan rekjonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan dan 

pengarusutamaaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan. 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Sasaran  Peningkatan Aparatur, 

Program Pengembangan Data/Informasi serta Program Peningkatan 

Pengembangan  Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 

Adapun besarnya flapon anggaran program prioritas pada Badan 

Penaggulangan Bencana  Daerah Kabupaten Bone yang tercantum  dalam 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah  Tahun 2017 dan atas dasar tersebut 

anggaran tersebut masih dianggap masih kurang dilihat dari intensitas 
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kegiatan dan kejadian  bencana yang tidak dapat diprediksikan  pada setiap 

tahunnya. 
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

3.1  Gambaran Umum Alokasi dan Realisasi Anggaran Badana Penanggulangan 

Bencana Daerah 

 Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup Kabupaten/Kota mencangkup 

Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota. 

Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota mencangkup 

program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok 

sasaran. 

 Secara substansial Rencana Kerja memuat arah kebijakan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, 

pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan 

penanggung jawab yang wajib dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. 

 

3.2 Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022  

 

Berdasarkan arah kebijakan strategis  Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bone serta pertimbangan pagu anggaran yang ada maka prioritas program  

kegiatan yang akan dilaksanakan  pada Tahun 2022 dalah sebagai berikut : 

 

PROGRAM,  KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 

No. Program Kegiatan/Sub Kegiatan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota  

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

• Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

• Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Iktisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

• Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
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ASN 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah  

• Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

• Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

• Penyediaan Barang Cetakan dan 

Pengandaan 

• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD  

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

• Penyediaan Jasa 

Komunikasi,Sumber Daya Air dan 

Listrik 

• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

• Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya 

Pemeliharaan,Pajak,dan 

Perizinan,Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

lainnya 

• Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

2. Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan 

Bencana Kabupaten/Kota 

• Sosialisasi,Komunikasi,Informasi, 

dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  
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• Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana 

Kabupaten/Kota 

• Penanganan Pascabencana 

Kabupaten/Kota 

• Gladi Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana 

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

• Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi 

Korban Bencana Kabupaten/Kota 

• Penyediaan Logistik Penyelamatan 

dan Evakuasi  Korban Bencana 

Kabupaten/Kota. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2022  Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Bone sebagai rencana jangka pendek dalam rangka 

mewujudkan Rencana Strategis ( Renstra ) 2018 – 2023, Visi dan Misi SKPD Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah. 

Dalam Rencana Kerja ini tertuang program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan beserta pendanaan indikatif bersumber dari APBD. Rencana Kerja ini 

akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. 

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) ini diharapkan 

program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

rencana sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna sesuai 

apa yang diharapkan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami 

mengharapkan masukan dari segenap pihak yang berkompoten dalam rangka 

perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja ini.  
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Indikator Sasaran : 3. Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Meningkatnya Kinerja Penanggulangan Bencana

Indikator Sasaran :  1. Predikat Evaluasi SAKIP oleh  APIP

Indikator Sasaran :  2. Persentase Rata -Rata Capaian Kinerja Program Tekinis Badan Penanggulangan Bencana

Target 1.  BB

Target 2. 90%

Indikator Sasaran : 4. Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana

Target 2. 100%

Target 3. 95%

Indikator Sasaran : 2. Presentase Masyarakat Korban Bencana yang  Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP

CASCADING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2022

“Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

MISI 3

Meningkatkan Akses, Pemerataan, Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Dasar Lainnya

TUJUAN KABUPATEN

SASARAN KABUPATEN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Meningkatkan Akses, Pemerataan, Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Dasar serta Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan MasyarakatBerkurangnya kasus KKN

MISI 1

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

KABUPATEN BONE

Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan Penanggulangan Bencana

Indikator Tujuan : 1. Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana

Indikator Tujuan : 2. Presentase Masyarakat Korban Bencana yang  Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP

Indikator Tujuan  :  1. Predikat Evaluasi SAKIP oleh  APIP

Indikator Tujuan  :  2. Persentase Rata -Rata Capaian Kinerja Program Tekinis Badan Penanggulangan Bencana

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kesiapsiagaan Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana

Indikator Sasaran : 1. Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana

SASARAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Tujuan : 3. Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Indikator Tujuan : 4. Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana

Target 1. 85%

Target 2. 100%

Target 3. 95%

Target 4. 100%

Target 1.  BB

Target 2. 90%

Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN

Target 1. 85%

Target 4. 100%  
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Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan & Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kegiatan  : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan  :  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan  :  Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan  : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Kegiatan  : Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan  : Pelayanan Informasi Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota

Kegiatan  : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana

Kegiatan  : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana

Target  : 100% Target  : 100% 100% 100% Target  : 100% Target  : 701.567 orang Target  : 4.050 orang Target  : 18.791 orang

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan & Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Target  :  100%

Indikator Kegiatan : Jumlah warga  negara yang memperoleh 

layanan penyelamatan dan  evakuasi  korban bencana

Indikator Kegiatan : Persentase  Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana

Indikator Kegiatan : Persentaase Pelaksanaan 

Administrasi Umum

KEGIATAN

Sasaran Program : Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Indikator Program  : Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sasaran Kegiatan  : Terpenuhinya Kebutuhan Jasa 

Penunjang Urusan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan  : Terlaksananya Pelayanan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Indikator Kegiatan : Persentase Penyediaan Jasa 

Penunjang

Penanggung Jawab  : Sekretaris

Sasaran Kegiatan  : Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan 

Bencana

Indikator Kegiatan : Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan informasi rawan bencana

Sasaran Program :  Meningkatnya Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah

Indikator Program  : Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah

Target  : 100 %

Penanggung Jawab : Sekretaris

Sasaran Kegiatan  : Terpenuhinya Pelayanan 

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan  : Tersusunnya Dokumen Pelaporan 

Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat 

Waktu

Sasaran Kegiatan  :  Tersusunnya Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan  : Terpeliharanya Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam 

kondisi baik

Indikator Kegiatan : Persentase Pelaksanaan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Sasaran Kegiatan  : Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan 

dan Evakuasi Korban Bencana

PROGRAM

Program Penanggulangan BencanaProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Kegiatan : Persentase Penyediaan Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja

Indikator Kegiatan : Persentase Pelaksanaan 

administrasi Keuangan

 



 

 
 

29 

Sub Kegiatan  :  Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah
Sub Kegiatan  :  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan  :  Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Gedung Kantor

Sub Kegiatan  :  Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan  :  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan  :  Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Sub Kegiatan  :  Penyusunan Rencana Penanggulangan 

Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan  :  Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban 

Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :  Indikator Sub Kegiatan : 

1. Jumlah dokumen penyusunanan program dan 

kegiatan perangkat dearah

1. Jumlah Korban berhasil dicari, ditolong,  dan evakuasi 

terhadaop kejadian bencana

2. Jumlah Dokumen Penyusunan Renja dan Renstra 

Perangkat Daerah

2. Jumlah jasa/upah kerja dan makan minum TRC yang 

melakukan posko siaga bencana

3. Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi 

perencanaan perangkat daerah

Target 1  : 5 Dokumen Target 1  : 1977 KK/8834 Jiwa

Target 3  : 1 Laporan Target 2 : 980 Kali

Sub Kegiatan  :  Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penanggung Jawab  : Ka. Subag. Keuangan Sub Kegiatan  :  Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan  :  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Sub Kegiatan  :  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Penanggung Jawab  : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan & 

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Kegiatan  :  Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan  :  Penyediaan Logistik Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Sasaran Sub Kegiatan  : Terlaksanya Penyusunan dan 

penyampian Dokumen Laporan Capaian Kinerja 

Perangkat Daerah

Sasaran Sub Kegiatan  : Terlaksananya Penyediaan 

Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai 

sesuai rencana kebutuhan 

Sasaran Sub Kegiatan  : Terealisasinya Pembayaran 

Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang 

pelaksanaan administrasi perkantoran

Sasaran Sub Kegiatan  : Terlaksananya Pemeliharaan 

Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala 

sesuai rencana kebutuhan

Sasaran Sub Kegiatan  : Terlaksananya Penanganan Pasca 

Bencana Kab/Kota

Sasaran Sub Kegiatan  : Terlaksananya Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota

Target  : 5 Sekolah Target  : 1 DokumenTarget  : 12  Laporan Target  : 36 Paket Target  : 24 Rekening Target  : 12 Paket

SUB. KEGIATAN

Sasaran Sub Kegiatan  : Tersedianya Dokumen 

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Sub Kegiatan  : Terealisasinya Pembayaran 

Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran 

Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat 

Daerah

Sasaran Sub Kegiatan  : Terlaksananya Penyediaan 

Peralatan & Perlengkapan penunjang administrasi 

perkantoran sesuai rencana kebutuhan

Sasaran Sub Kegiatan  : Terlaksananya Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas Operasional  secara rutin/berkala 

sesuai rencana kebutuhan

Sasaran Sub Kegiatan  : Terlaksananya Pencarian, 

Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah rekening air, listrik, 

dan telefon yang terbayar 

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sekolah yang menjadi sasaran 

sosialisasi Penanggulangan Bencana

Sasaran Sub Kegiatan  : Tersedianya Dokumen Rencana 

Penanggulangan Bencana Daerah Kab/Kota

Sasaran Sub Kegiatan  : Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

(Per Jenis Bencana)

Sasaran Sub Kegiatan  : Tersedianya Jasa 

Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) 

sesuai rencana kebutuhan

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Realisasi 

Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan 

Penghasilan Bulanan Bagi ASN 

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket penyediaan alat 

tulis kantor sesuai rencana kebutuhan

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pemeliharaan dan 

pembayaran pajak tahunan (STNK) secara 

rutin/berkala selama 1 tahun anggaran

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah  penyeslesaian dokumen RPB 

sampai dinyatakan sah/legal
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Indikator Sub Kegiatan : 

1. Jumlah Lokasi yang Diidentifikasi dan Diverfikasi Kondisi 

Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana

2. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca 

Bencana

3. Jumlah Dokumen Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi yang 

tersusun

4. Jumlah Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan yang Terdampak Bencana

Target 1  : 30 Kali

Target 2  : 1 Laporan

Target 3  : 1 Dokumen

Target 1  : 2 Paket

Penanggung Jawab  : Kabid Kedaruratan dan Logistik

Sasaran Sub Kegiatan  : Terlaksanya Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Sasaran Sub Kegiatan  : Terlaksananya Penyediaan 

Barang Cetakan & Penggandaan penunjang 

administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan

Sasaran Sub Kegiatan  : Terlaksananya Pekerjaan 

Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai 

rencana kebutuhan

Sasaran Sub Kegiatan  : Terlakasnanya Gladi Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen 

Penyusunan Evaluasi Perangkat Daerah 

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket penyediaan 

barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana 

kebutuhan 

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan 

pemeliharaan gedung kantor

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peserta yang mengikuti gladi 

kesiapsiagaan terhadap bencana 

Target  : 1 Dokumen Target  : 24 Paket Target  : 2 Kegiatan Target  : 200 Orang

Penanggung Jawab  : Ka. Subag. Perencanaan
Sub Kegiatan  :  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Penanggung Jawab  : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan & 

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Target  : 4 Jenis

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan capaian 

kinerja dan realisasi yang tersusun 

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket penyediaan 

makanan dan minuman harian bagi pegawai dan tamu 

sesuai rencana kebutuhan

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah tenaga administrasi 

yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah perlengkapan gedung 

kantor yang dipelihara

Target  : 2 Laporan Target  : 12 Paket Target  : 1230 Kali Target  : 1 Jenis

Sub Kegiatan  :  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan  :  Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan  :  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Sub Kegiatan  :  Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kebutuhan dasar yang 

tersalur terhadap korban bencana
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Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kegiatan yang Diikuti 

dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi

Target  : 80 Kegiatan

Proses Proses Proses Proses Proses

Sasaran Proses  : Terolahnya data perencanaan 

Sasaran Proses  : Terselesaikannya SPP-UP, SPP-

GUP, SPP-TUP, dan SPP-LS dengan teliti dan benar 

untuk diajukan kepada Pejabat Penguji/Penerbit SPM 

Sasaran Proses  : Terkumpulnya surat-surat masuk 

dan surat-surat keluar

Sasaran Proses  :  Tersusunnya Laporan Montoring. Evaluasi 

dan Pelaporan yang tertangani 

Sasaran Proses  : Tersusunnya Laporan korban bencana yang 

tertangani 

Indikator Proses  :  Jumlah dokumen data yang 

tersedia

Indikator Proses  :  Jumlah laporan  SPP-UP, SPP-

GUP, SPP-TUP, dan SPP-LS

Indikator Proses  :  Jumlah dokumen surat-surat 

masuk dan surat-surat yang terkumpul

Indikator Proses  : Jumlah  Laporan Monitoring Evaluasi dan 

Pelaporan yang tertangani  

Indikator Proses  :  Jumlah    laporan korban bencana yang 

tertangani  

Target  : 1 Dokumen Target  : 12 Laporan Target  : 1 Dokumen Target  : 12  Laporan Target  : 12  Laporan

Sasaran Proses  : Terfasilitasinya dan terselarasnya 

program dan penganggaran

Sasaran Proses  : Tersusunnya pengajuan 

pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sasaran Proses  : Terolahnya surat-surat masuk dan 

surat-surat keluar

Sasaran Proses  : Tersusunnya laporan identifikasi dan 

Verifikasi kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana 

Sasaran Proses  : Tersusunnya laporan korban bencana yang 

menerima bantuan 

Indikator Proses  :  Jumlah dokumen penganggaran 

yang terfasilitasi

Indikator Proses  :  Jumlah laporan pengajuan 

pembayaran

Indikator Proses  :  Jumlah dokumen surat-surat 

masuk dan surat-surat yang terolah

Indikator Proses  :  Jumlah laporan identifikasi dan Verifikasi 

kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana

Indikator Proses  :  Jumlah laporan Laporan korban bencana 

yang menerima bantuan

Target  : 1 Dokumen Target  : 12 Laporan Target  : 1 Dokumen Target  : 12  Laporan Target  : 12  Laporan

PROSES

Penanggung jawab  :  Kasubag Umum dan Kepegawaian & Kasubag Keuangan

Sasaran Sub Kegiatan  : Terselenggaranya Koordinasi 

dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah
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Sasaran Proses  : Terselarasnya sub kegiatan 

perubahan

Sasaran Proses  : Terselesaikannya pemotongan dan 

pemungutan pajak-pajak dari pembayaran yang 

dilakukan

Sasaran Proses  : Tersusunnya laporan identifikasi dan 

Verifikasi kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana 

Sasaran Proses  : Tersusunnya laporan korban bencana yang 

dievakuasi

Indikator Proses  :  Jumlah dokumen kegiatan 

perubahan yang terselaraskan
Indikator Proses  : Jumlah laporan pemotongan pajak

Indikator Proses  :  Jumlah laporan identifikasi dan Verifikasi 

kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana

Indikator Proses  :  Jumlah laporan korban bencana yang 

dievakuasi

Target  : 1 Dokumen Target  : 12 Laporan Target  : 12  Laporan Target  : 12  Laporan

Sasaran Proses  : Tersosialisasinya program, 

kegiatan dan sub kegiatan di lingkup BPBD

Sasaran Proses  : Terselesaikannya penyetoran pajak-

pajak yang diterima kepada kas Negara

Sasaran Proses  :  Tersusunnya laporan penyediaan logistic 

bagi korban bencana/ terdampak bencana 

Indikator Proses  : Jumlah program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang tersosialisasikan 
Indikator Proses  :  Jumlah laporan penyetoran pajak

Indikator Proses  :  Jumlah laporan penyediaan logistic bagi 

korban bencana/ terdampak bencana

Target  : 1 Dokumen Target  : 12 Laporan Target  : 12  Laporan

Sasaran Proses  : Terlaksananya penyusunan laporan  

Triwulan dan Tahunan

Sasaran Proses  : Tersampaikannya laporan 

pertanggungjawaban

Indikator Proses  : Jumlah dokumen laporan triwulan 

dan tahunan yang tersusun

Indikator Proses  : Jumlah laporan 

pertanggungjawaban 

Target  : 1 Dokumen Target  : 12 Laporan
Sasaran Proses  :  Tersusunnya Dokumen Peralatan 

Kedaruratan 

Sasaran Proses  : Terolahnya data perencanaan
Indikator Proses  :  Jumlah   Dokumen Peralatan Kedaruratan 

yang tersusun

Indikator Proses  : Jumlah dokumen data yang 

tersedia
Target  : 1 Dokumen

Target  : 1 Dokumen
Sasaran Proses  : Tersedianya dokumen pengajuan 

belanja gaji dan tunjangan ASN
Sasaran Proses  :  Tersusunnya Dokumen Peralatan Logistik

Indikator Proses  : Jumlah dokumen ampra gaji dan 

tunjangan ASN tersedia

Indikator Proses  : Jumlah  Dokumen Peralatan Logistik yang 

tersusun

Target  : 1 Dokumen Target  : 1 Dokumen

Penanggung Jawab  : Analis Bencana

Penanggung Jawab  : Pengadministrasi Persuratan

Penanggung Jawab : Bendahara

Penanggung Jawab  : Penyusun Program Anggaran 

dan Pelaporan

Penanggung Jawab  : Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah 

Sosial
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Sasaran Proses  : Tersusunnya dokumen pengajuan 

belanja gaji dan tunjangan ASN
Target  : 1 Dokumen

Indikator Proses  :  Jumlah dokumen ampra gaji dan 

tunjangan ASN di susun

Target  :  1 Dokumen

Sasaran Proses  : Tersedianya daftar gaji

Indikator Proses  : Jumlah daftar gaji tersedia

Target  : 1 Dokumen

Penanggung Jawab  : Pengadministrasi Keuangan

Penanggung Jawab  : Pemelihara Peralatan
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